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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan meningkatnya pelanggaran izin tinggal
kunjungan oleh orang asing di beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
Diperlukan upaya dari berbagai pihak berwenang untuk mengatasi permasalahan
pelaggaran izin tinggal yang terjadi. Salah satu upaya untuk mencegah pelanggaran izin
tinggal kunjungan dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang dengan
melaksanakan kegiatan pengawasan keimigrasian kelapangan terhadap orang asing
pemegang izin tinggal kunjungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana manajemen pelaksanaan pengawasan keimigrasian orang asing pemegang izin
tinggal kunjungan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana penelitian ini menganalisis dan
menggambarkan kenyataan yang ada. Penelitian ini dianalisis menggunakan 4 (empat)
fungsi manajemen oleh George R Terry yang meliputi Perencanaan (Planning),
Pengorganisasian (organizing), Penggerakan (actuating) dan Pengawasan (Controlling).
Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang didapatkan dari
wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan manajemen dalam
pelaksanaan pengawasan orang asing pemegang izin tinggal kunjungan belum sepenuhnya
terlaksana. Hal ini dikarenakan fungsi manajemen dalam pelaksanaan pengawasan orang
asing pemegang izin tinggal kunjungan belum sepenuhnya terlaksana khususnya fungsi
pengorganisasian (organizing) dan fungsi penggerakan (actuating).

Kata Kunci: Manajemen, Pengawasan Orang Asing
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ABSTRACT

This research is based on the problem of increasing violation of residence permit visits by
foreigners in some Regencies/Cities of Southern Sumatera Province. Efforts are required
from various authorities to resolve the issue of violation residence permit. One attempt to
prevent the violation of stay permit is conducted by the Immigration Office Class 1
Palembang by conducting immigration surveillance activities on foreigners who hold the
residence permit visits. The purpose of this research is to find out how the management of
Immigration Control Implementation of foreigners holders of stay visit by the Immigration
Office Class 1 Palembang. This research uses descriptive qualitative approach, where this
research analyze and describe the reality. This research was analyzed using 4 (four)
management functions by George R Terry which includes Planning, Organizing, Actuating
and Controlling. The data used in the form of primary data and secondary data obtained
from interviews, observation and documentation. The result of the research shows that the
management in the supervision of foreigners who hold the stay permit is not yet fully
implemented. This is because the management function in the implementation of foreign
supervision of the resident permit holder has not been fully implemented, especially the
Junction of organizing and actuating function.

Keywords: management, surveillance of foreigners
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pada pasal 48
menyebutkan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki
izin tinggal. Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar
wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan
negara. Orang asing merupakan orang yang bukan warga negara Indonesia. Sedangkan izin
tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau
pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal terbagi menjadi 5
jenis yakni izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal

terbatas dan izin tinggal tetap.

Perkembangan globalisasi dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas
penduduk dunia untuk bermigrasi dari suatu negara ke negara lain yang menimbulkan
berbagai dampak, baik dampak yang menguntungkan maupun dampak yang merugikan
kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Salah satu dampak
buruk yang ditimbulkan oleh orang asing yakni pelanggaran izin tinggal keimigrasian.
Pelanggaran izin tinggal keimigrasian yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh orang
asing pemegang izin tinggal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

keimigrasian khususnya tentang izin tinggal.

Dalam Sadroja Saleh (2008) pelanggaran izin tinggal digolongkan menjadi:
1) Peyimpangan (Deviation) atau dapat dikategorikan kesalahan kecil atau enteng,
tidak diketahui atau tidak disengaja oleh yang bersangkutan terjadi kesalahan

tersebut, seperti kedangan orang asing dengan fasilitas bebas visa wisata (BVW) ke



Indonesia bertujuan mengunjungi keluarganya, orang asing yeng mempunyai istri
sah di Indonesia kemudian mengunjungi isterinya dengan fasilitas BVW tersebut.

2) Penyalahgunaan (Abose), ialah penyimpangan yang dapat dikategorikan besar atau
berat tentang perizinan yang diberikan namun disalahgunakan untuk tujuan lain
demi kepentingan diri pribadi yang bersangkutan. Misalnya orang asing yang
datang dengan fasiltias BVW akan tetapi melakukan kegiatan bekerja untuk
mencari uang bagi kepentingan dirinya pribadi, atau dapat saja terjadi orang asing
bekerja tidak hanya pada perusahaan yang mendatangkannya sebagai sponsor tetapi
bekerja juga pada perusahaan lain.

3) Pengingkaran (offence) ialah perbuatan yang dilakukan baik oleh warga Indonesia
atau orang asing yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan keimigasian
yang dapat dilakukan tindakan administratif keimigrasian, seperti: masuk atau
keluar wilayah Indonesia tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan orang

asing yang tidak memperpajang izin tinggalnya di Indonesia (Overstay).

Pada pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa
menteri melakukan pengawasan keimigrasian. Salah satu pengawasan keimigrasian yakni
terhadap orang asing. Menteri yang dimaksud yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkum HAM) yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Salah satu fungsi Kemenkum HAM
dalam melaksanakan tugasnya yakni perumusan, penetapan, pelaksanaan dibeberapa
bidang salah satunya keimigrasian. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian,
tepatnya pada pasal 4 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan keimigrasian
dilakukan oleh Direktur Jenderal pada tingkat pusat, Kepala Kantor wilayah Kemenkum

HAM pada tingkat provinsi, Kepala Kantor Imigrasi pada tingkat Kabupaten/Kota.



Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang merupakan unit pelaksana teknis di bawah
Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Selatan yang menjalankan fungsi
keimigrasian. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam
memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator
pembangunan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fungsi keimigrasian adalah
pengawasan keimigrasian yang meliputi pengawasan warga negara Indonesia dan orang
asing. Pengawasan orang asing merupakan keseluruhan proses kegiatan mengontrol
kegiatan orang asing yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan dokumen
keimigrasian yang dimiliki oleh orang asing tersebut. Langkah pengawasan yang dilakukan
Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang terhadap orang asing bertujuan untuk memantau
keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kota Palembang sehingga meminimalisir

terjadinya pelanggaran izin tinggal oleh orang asing di wilayah kota Palembang.

Pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang dilakukan di
Tempat Pemeriksaaan Imigrasi (TPI) dan dilakukan dilapangan. Tempat Pemeriksaan
Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau
tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Pengawasan di TPI
dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian orang
asing seperti paspor, visa dan izin tinggal. Pelaksanaan pengawasan kelapangan dilakukan
dengan datang langsung memeriksa keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja
Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang. Pengawasan Kelapangan bertujuan untuk memastikan
keberadaan dan kegiatan orang asing serta untuk meminimalisir tingkat pelanggaran izin
tinggal yang dilakukan oleh orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1
Palembang. Berikut ini data jumlah orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor
Imigrasi Kelas 1 Palembang berdasarkan jenis izin tinggal keimigrasian yang orang asing

gunakan periode tahun 2017:



Jumlah Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Pelembang
Berdasarkan Jenis lzin Tinggal Tahun 2017

ey, aey, g
AN
BN &

Kartu Izin Perpanjangan Izin Tinggal Izin Tinggal
Tinggal Terbatas Kartu Izin Kunjungan Tetap
(KITAS) Baru  Tinggal Terbatas
(KITAS)

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1
Pelembang Berdasarkan Jenis Izin Tinggal Tahun 2017
Sumber : Sub Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang

Berdasarkan gambar diatas, selama tahun 2017 orang asing pemegang izin tinggal
yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang sebanyak 1.292 orang
dengan rincian pemegang izin tinggal terbatas sebanyak 375 orang, orang asing yang
memperpanjang izin tinggal terbatas sebanyak 380 orang, pemegang izin tinggal
kunjungan sebanyak 430 orang dan pemegang izin tinggal tetap sebanyak 107 orang.
Dapat juga dilihat bahwa dari empat jenis izin tinggal diatas, izin tinggal kunjungan
memiliki jumlah tertinggi yang digunakan oleh orang asing untuk berada di wilayah kota
Palembang. Selain menjadi jenis izin tinggal yang paling banyak digunakan oleh orang
asing yang berada diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang, izin tinggal
kunjungan juga menjadi jenis izin tinggal yang paling sering dilanggar dan disalahgunakan

oleh orang asing.

Orang asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal kunjungan digolongkan
sebagai illegal imigran dalam suatu negara. Hal ini sesuai dengan modus operandi dalam
Santoso (2014:4) yang membagi pola migrasi menjadi dua yakni: pola legal dan pola

illegal. Terdapat dua jenis pola illegal, salah satunya yakni legal entry and illegal stay,



dimana orang asing masuk ke suatu negara menggunakan dokumen-dokumen sah namun
kegiatan yang mereka lakukan di negara tersebut tidak sesuai dengan izin tinggal yang
diberikan atau melebihi batas waktu izin tinggal yang diberikan. Berikut ini jumlah
pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing pemegang izin tinggal

kunjungan:
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Gambar 1.2 Grafik Pelanggaran lIzin Tinggal Kunjungan di Wilayah Kerja Kantor
Imigrasi Kelas 1 Palembang
Sumber : Sub Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang

Berdasarkan grafik diatas, pelanggaran izin tinggal kunjungan oleh orang asing
pada tahun 2015 sebanyak 20 orang, 14 orang diantaranya melakukan penyalahgunaan izin
tinggal kunjungan dan 6 orang lainnya habis masa berlaku izin tinggal kunjungan
(overstay). Selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurunan pelanggaran izin tinggal
kunjungan oleh orang asing menjadi 13 orang. 12 diantaranya melakukan penyalahgunaan
izin tinggal kunjungan dan 1 orang habis masa berlaku izin tinggal (overstay). Sedangkan
pada tahun 2017, pelanggaran izin tinggal kunjungan mengalami kenaikan menjadi 61
orang. 43 orang melakukan penyalahgunaan izin tinggal dan 19 orang habis masa berlaku
(overstay). Dengan kata lain, pelanggaran izin tinggal kunjungan pada tahun 2017

meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini juga terdapat contoh kasus

pelanggaran izin tinggal kunjungan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang:



“Petugas seksi pengawasan dan penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang

berupaya meningkatkan pengawasan terhadap orang asing. Pasalnya, akhir-akhir

ini orang asing banyak ditemukan melakukan pelanggaran izin tinggal

kunjungan. Menurut kasi wasdakim, pengawasan orang asing perlu

dimaksimalkan karena pada tahun 2017 ini ditemukan beberapa warga negara

asing yang berada diwilayah kerja mereka yang tidak sesuai dengan izin tinggal

mereka. Dalam operasi pengawasan kelapangan sejak Januari 2017 hingga

Maret 2017, petugas pengawasan telah mendeportasi 7 orang asing yang

merupakan hasil dari pengawasan kelapangan mereka. Ketujuh orang asing

tersebut menyalahi izin tinggal kunjungan dan melebihi batas izin tinggal (over

stay). Penyalahan izin tinggal kunjungan dilakukan oleh orang asing yang

memiliki visa wisata namun bekerja diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1
Palembang. (m.republika.co.id, 27 Maret 2017)”.

Kasus diatas merupakan salah satu contoh pelanggaran izin tinggal kunjungan yang

dilakukan oleh orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang pada

tahun 2017. Orang asing tersebut melakukan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dan

melakukan pengingkaran seperti melebihi batas izin tinggal yang telah diberikan.

Terjadinya peningkatan pelanggaran izin tinggal kunjungan pada tahun 2017
dengan kasus penyalahgunaan serta melebihi batas izin tinggal (overstay) yang diberikan
tidak terlepas dari bagaimana pengawasan kelapangan yang dilakukan oleh Kantor
Imigrasi Kelas 1 Palembang. Seperti yang sudah diketahui bahwa Kantor Imigrasi Kelas 1
Palembang melakukan pengawasan kelapangan terhadap orang asing pemegang izin
tinggal kunjungan bertujuan untuk memastikan keberadaan dan kegiatan orang asing sesuai
dengan izin tinggal yang mereka miliki serta untuk meminimalisir pelanggaran izin tinggal

kunjungan yang akan terjadi.

Berdasarkan fenomena yang ada, bagian Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang yang
bertugas melakukan pengawasan kelapangan hanya memiliki 4 orang pegawai. Pegawai
tersebut kemudian dibantu oleh pegawai bagian lain untuk mencukupi formasi pengawasan
orang asing kelapangan. Berikut ini data pegawai yang melakukan pengawasan

kelapanngan



Tabel 1.1 Pegawai Pengawas Keimigrasian

No Jenis kelamin Pegawai Jabatan

1 Laki-Laki Kepala Seksi Wasdakim

2 Laki-Laki Kepala Sub Seksi Pengawasan

3 Laki-Laki Kepala Sub Seksi Penindakan

4 Perempuan Pegawai sub seksi pengawasan

5 Perempuan Pegawai sub seksi penindakan

6 Laki-Laki Pegawai sub seksi pengawasan

7 Laki-Laki Pegawai sub seksi pengawasan

8 Laki-Laki Pegawai sub seksi penindakan

Total 8 Orang Pegawai

Sumber: Sub Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai yang melakukan pengawasan
kelapangan adalah pegawai di seksi pengawasan dan penindakan (Wasdakim) dan
berjumlah 8 orang. Kedelapan orang pegawai tersebut merupakan gabungan dari sub seksi
pengawasan dan sub seksi penindakan. Namun, tidak semua pegawai dapat ikut
pengawasan dikarenakan harus ada yang tetap berada dikantor mengingat sub seksi
penidakan juga memiliki tuga lain seperti urusan kehilangan paspor oleh WNI. Pegawali
melakukan pengawasan kelapangan ke 6 wilayah kerja yang meliputi 2 Kota dan 4
Kabupaten serta pengawasan dilakukan setiap bulan pada setiap wilayah kerja. Hal ini
tentu tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada dikarenakan banyaknya jumlah
wilayah kerja dan jumlah pengawasan yang harus dilakukan. Minimnya jumlah pegawai
dapat menjadi kendala bagi Seksi wasdakim untuk melaksanakan pengawasan kelapangan
dan memberikan kesempatan kepada orang asing untuk melakukan pelanggaran izin

tinggal kunjungan.

Wilayah kerja pengawasan merupakan daerah-daerah yang menjadi tanggung
jawab Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang untuk menjalankan tugas mereka yakni
pengawasan terhadap orang asing pemegang izin tinggal kunjungan. Wilayah kerja Kantor

Imigrasi Kelas 1 Palembang meliputi 4 Kabupaten dan 2 Kota berikut ini:



i Kota Palembang Kota Prabumulih
i Kabupaten Ogan Ilir B Kabupaten Ogan Komering Ilir
M Kabupaten Banyuasin M Kabupaten Musi Banyuasin

Gambar 1.3 Grafik Wilayah Kerja Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas
1 Palembang
Sumber: Sub Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang

Grafik diatas merupakan wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang
yang terdiri dari Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten

Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Selain belum cukupnya sumber daya manusia untuk melaksanakan pengawasan,
fenomena dilapangan juga menunjukkan bahwa sarana untuk Kantor Imigrasi Kelas 1
Palembang melaksanakan pengawasan belum tercukupi salah satunya kendaraan untuk
melakukan pengawasan kelapangan. Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang memiliki 1 (satu)
mobil patroli untuk melakukan pengawasan kelapangan, sedangkan mobil yang dibutuhkan
yakni dua mobil double gardan untuk membawa pegawai pengawas dan orang asing yang

melakukan pelanggaran izin tinggal kunjungan hasil dari pengawasan kelapangan.

Selain sumber daya manusia dan sarana, Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang
mengalami kekurangan anggaran untuk melaksanakan pengawasan kelapangan. Berikut ini
fenomena dilapangan berdasarkan salah satu berita di surat kabar yang ada tentang
kekurangan anggaran di Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang untuk melakukan pengawasan

orang asing:



“minimnya anggaran, menjadi alasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang tidak
terlalu aktif dalam melakukan pengawasan Warga Negara Asing yang datang.
Untuk itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang berharap kerja sama
instansi lain di enam kabupaten kota yang dibawahinya itu. Menurut Kakanim
Kelas 1 Palembang, untuk bergerak (melakukan pengawasan) dibutuhkan
operasional, sedangkan anggaran pengawasan WNA yang datang ke Kantor
Imigrasi Kelas 1 Palembang cukup minim” (www.rmolsumsel.com, 20 Mei
2018)

Berdasarkan surat kabar tersebut, dijelaskan bahwa Kantor Imigrasi Kelas 1
Palembang kekurangan anggaran untuk bergerak melakukan pengawasan terhadap orang
asing yang datang ke wilayah kerja mereka. Minimnya anggaran yang dimiliki membuat

mereka tidak terlalu aktif dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing.

Dalam pengawasan kelapangan diperlukan perencanaan yang matang agar
organisasi yang menjalankan kegiatan dapat mempersiapkan apa saja yang diperlukan
untuk melaksanakan kegiatan, kemudian diperlukan pengorganisasian mengenai apa yang
dimiliki organisasi untuk pelaksanaan pengawasan kelapangan agar dalam pengawasan
tidak terdapat kekurangan baik itu sumber daya anggaran, sarana prasarana maupun
sumber daya manusia. Serta dibutuhkan pengawasan yang bertujuan agar kegiatan yang

dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan.

Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang perlu melakukan perencanaan terhadap apa
saja yang diperlukan untuk melakukan pengawasan kelapangan seperti sumber daya sarana
prasarana, sumber daya anggaran dan sumber daya manusia serta cara-cara untuk
melaksanakan pengawasan. Hal tersebut harus direncanakan dengan baik agar dapat
diorganisasikan dengan baik pula. Pengorganisasian yang baik membuat segala sesuatu
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan juga harus
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan memanfaatkan apa yang
telah diorganisasikan sehingga dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian pengawasan dilakukan agar pegawai melaksanakan pengawasan sesuai dengan


http://www.rmolsumsel.com/
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apa yang telah direncanakan dan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh

pimpinan organisasi.

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan merupakan jenis
fungsi manajemen. Manajemen sendiri merupakan kegiatan yang terdiri dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta
mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas lebih
lanjut mengenai Manajemen Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Orang Asing
Pemegang lzin Tinggal Kunjungan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang. Hal ini
dilakukan agar diketahui bagaimana manajemen pelaksanaan yang dijalankan oleh Kantor
Imigrasi Kelas 1 Palembang untuk mencapai tujuan dari pengawasan keimigrasian

kelapangan yang mereka lakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah
peneitian ini yakni:
1. Bagaimana manajemen pelaksanaan pengawasan keimigrasian orang asing

pemegang izin tinggal kunjungan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini yakni:
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen pelaksanaan pengawasan
keimigrasian orang asing pemegang izin tinggal kunjungan oleh Kantor Imigrasi

Kelas 1 Palembang.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat bagi Peneliti yakni sebagai latihan dalam penelitian dan penulisan yang
bersifat ilmiah. Manfaat lain adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
dan memberikan sumbangan pemikiran serta ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai
manajemen pelaksanaan pengawasan keimigrasian orang asing pemegang izin tinggal

kunjungan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sumbangsih dan saran serta
referensi kepada Kantor Imigrasi kelas 1 Kota Palembang dalam melaksanakan

pengawasan keimigrasian orang asing pemegang izin tinggal kunjungan.
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